
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR:   41  TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,PEGAWAI NEGERI SIPIL,田 GA 「ヽAI TIDAK
TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2OI7 tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negeri l3agi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota Deu,an
Perwakilan Rakyat Daerah, pegawni negeri sipil, pegau,ari tidak tetap
di Lingkunqan Pemerintah Kabupaten Lanskat sudatr tidak sesuai
dengan kondisi saat ini ditinjau clari segi besar uang har-ian clan uang
representasi, sehingga periu direvisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan ALas
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2Ol7 lentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negilra, Pimpinan / Anggota Der,l,an
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegau,ai Tidak Tetap
di Lingkungan Pemerintah i(abupa.ten Langkat;

Mengingat : 1. Undang-Undamg Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun '20!4 tentang Aparatur Sipil Negara
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6
tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a941;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor '244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 ]\ornor 5587)
sebagairnana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 'l'ahun 2U15 tentang Perubatlan KedLla atas
Undang-Undang Nomor 23 'lahun 2074 tentang Peurertntnha:r
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun i9B2 tentang Pemindahan
ibukom Kabupaten Daerah 'Iingkat ii Langkat <iari Wiiayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wila1,ah
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1.986 tentang Perubahan
tsai;ls Wiiayair KoLalrntiya Daerair TiLrgkaL ii tsirrjni, iiabupaLcu
Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli
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Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
1 I, 't'ambahan t cmbaran l\egara RepuOitk lndonesra t\oilror 332J);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Per-rgelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
a57B);

Peraturan Pemerintah Nomor' 1B Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perrvakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesiil Nomor 6075);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 t.entang
Pecloman Pengeioiaan l(euangan lJaerah sebagarmana teLah drubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keualgan
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 29 Tairun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengeioiaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Lerabaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pernbentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daeraii Nottrur'29);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang I-Iak Keuangan
Administratif Pimpinan dan Anggota Anggota Dervan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (LemLraran Daerah Tahun 2017
Nomor i);

Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem clan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Berita
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 73), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Langkat Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
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Prosedur Pengelolaan I(euangan Daerah Kabupaten l,angkat (Berit.a
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 40);

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota Dev;iln
Ppnrrolzilatr T?alnraf Tlanrqtr Fnoarrrai NTpopn Sinil Peoarvoi Tidqlz Ta{on

- vDu,rilr

dilingkungan Pemerintah I(abupaten Langkat (Berita Daerah Tahun
2017 Nomor 38);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PERJA_懇 ノ咽  DINAS
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA PIMPINAN/ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAIVAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN
PEMERINTAH 10ヽ BUPATEN LANGKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perjalanarl
Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Langkat (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 38), diubah sebagai berikut :
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LAMPIRAN V  :  PERATURAN BUPATI LANGKAT

ギ織 Li省ilツポ
`                                 TENTANG  : PER」 ALANAN DINAS DALAM

NEGERI   BAGI   PE」 ABAT
NEGARA,PIMPINAN/ANGGOTA
DPRD,  PEGAV√ AI  NEGERI
SIPIL,PEGAヽ VAI TIDAI(TETAP
DlLINGKUNGAN PEMERINTAH
んへBUPATEN LANGKAT_

SATUAN BIAYA PER」 ALAN2咽 DINAS DALAM DAERtt DAN LUAR DAERAH
DALAM PROPINSI PIMPINAN/ANGGOTA DPRD,PE」 ABAT DAN ttGAWAI NEGERI

DILINGKUNOTAN PEMERINTAH ICABI_TPATEN LANGKAT

A. PER」 ALttAN DINAS DALへ M DAERAH(PERJALANAN KURANG DAR1 8tJAM)

> KATEGORI DEKAl｀ :

」ABA「AN/GOLONGAN

200.000,―

Anglota DPRD/Pejabat Eselon II.b 150.000,

Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Ire.jilbat
Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan 1l dan
I sertn Pegau'ai ticlak t-etap

150.000.

Bupati dan Wakil Bupati,

Sckrelnris Dacral■ /Pil■pinm DPRD

レ KATE00RI SEDANG:

」ABATAN/GOLONGAN

Elupati dan Wakil Bupati,

Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD

Anggota DI,RD/ I,ejabat Bselor-r Ii.ir

SATUAN BIAYA
PERJAlソANAN DINAS

(Rp.)

Pejabat Eselon III/PNS
Eselon IV/PNS Golongem
dan l, Pegarvai tidak tetap

Golongan
:III, PNS

Ⅳ,Pttab牡
Golongan II

> KATEGORI JAUH:

JABATAN/GOIノ ONGAN

Bupati tlan Wakil Buptrti,

Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRI)

Anggota DPRD/Pejnbat trselon II.b

Pttabat Esclon H1/PNS Golongan
Eselon IV/PNS Golongan ⅡI, PNS

~「~T:靡
漁

(Rp.)

Golongan il 
i

I

dan l, Pegawni tidal< tcta
400_000、一

SATUAN BIAYA
PER」ALANAN DINAS

200000,一

ヽ
１「

No

300.000,一

2. 300.000,‐

3. 250.000,

4. 250.000,―

No

500.000,

2. 500000,‐

3. 400.000,一

4.




